
VISI bagi calon Kepala Daerah (KDH)

pada hakikatnya, adalah janji politik dan

pertaruhan jabatan untuk dapat diwujud-

kan diakhir periode pengabdiannya, keti-

ka calon menjabat menjadi KDH. Visi

bukan slogan, semboyan atau pepesan

tanpa makna dan bukan pula aspek for-

malitas. Esensi visi merupakan janji

luhur, bagi calon KDH yang secara teren-

cana dan terukur akan dapat diraih dan

dibuktinyatakan. Sehingga diperlukan

pengawalan secara ketat sejak proses

penyusunan, sampai dengan  pelaksa-

naan pencapaian visi bagi calon KDH. Visi

akan dianggap sebagai bentuk kebohong-

an publik, apabila tidak tercapai. 

Penentuan visi bagi calon KDH, tidak

bisa berdasarkan coba-coba asal tersusun

sekenanya. Namun dibutuhkan penge-

tahuan dan pemahaman yang mendalam

tentang kondisi wilayah, potensi wilayah,

sifat dan karakter masyarakat yang ada,

serta mampu dengan tajam mem-forcast

perkembangan wilayah untuk 5 tahun

kedepan. Peran visi sangat sentral, kare-

na akan menjadi haluan pembangunan

daerah, sekaligus menjadi materi kampa-

nye  calon KDH. 

Instrumen

Sudah tersedia mekanisme penyu-

sunan visi bagi calon KDH yang dapat di-

gunakan untuk mendesign visi dengan

baik. Yaitu berupa dokumen RPJP dan

RPJM baik nasional maupun daerah,

RTRW dan KLHS sebagaimana amanat

dalam Permendagri Nomor 86 tahun

2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangun-

an Daerah. Dokumen RPJMD men-

jabarkan visi, misi, dan progam calon

KDH yang memuat tujuan, sasaran,

strategi, arah kebijakan pembangunan

daerah yang disertai pendanaan yang

bersifat indikatif, untuk jangka waktu 5

tahun. Maka visi calon KDH secara legal

formal akan dituangkan dalam bentuk

Perda tentang RPJMD dan akan menjadi

landasan didalam proses perencanaan

pembangunan daerah. 

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa

visi calon KDH, tidak bisa disusun asal-

asalan sesuai keinginan pribadi, tanpa

memperhatikan aturan yang ada dan as-

pek-aspek kewilayahan lainnya. Disam-

ping itu, calon KDH juga harus cermat

memperhatikan pencapaian visi KDH se-

belumnya yang telah dilakukan. Seandai-

nya visi tersebut telah mampu men-

datangkan kesejahteraan, tidak ada

salahnya visi dimaksud dapat dilanjutkan

kembali. Penyusunan visi  tidak  bisa de-

ngan prinsip yang penting ‘asal beda’ de-

ngan periode sebelumnya. 

Persoalan mendasar yang harus dike-

tahui dan dipahami, bagi para calon

KDH, agar dapat mewujudkan visi de-

ngan baik yaitu sangat diperlukannya du-

kungan dari penyelenggaraan pemerin-

tahan daerah yang efektif dan

efisien. Penyelenggaraan peme-

rintahan daerah, harus berban-

ding lurus dengan visi KDH.

Namun ironisnya dalam penye-

lenggaraan pemerintahan dae-

rah pada saat ini, hampir semua

OPD terjebak pada kegiatan ru-

tinitas akut. Bahkan ada peng-

guna anggaran dan pegawai

yang tidak paham dengan visi

KDH-nya sendiri, sehingga tema

pembangunan yang diusung se-

tiap tahunnya berubah. Namun

program dan kegiatan yang di-

lakukan oleh OPD, tetap itu-itu

saja. 

Terjebak

Tidak efektifnya penyeleng-

garaan pemerintahan daerah, seperti

tersebut di atas  disebabkan karena ASN

pelaksananya terjebak dalam zona nya-

man. Untuk itu, diperlukan keberanian

bagi calon KDH mereformasi, manage-

men penyelenggaraan pemerintahan dae-

rah. Salah satu cara yang dapat digu-

nakan untuk merunut efektivitas penye-

lenggaraan  pemerintahan daerah. Per-

tama,  apakah sudah disusun atau belum,

Kebijakan Umum KDH secara rutin se-

tiap tahunnya. Kedua apakah sudah disu-

sun atau belum, peraturan KDH tentang

Pola Hubungan antar OPD. Dan ketiga

apakah sudah dilakukan atau belum,

kegiatan monitoring dan evaluasi Kebi-

jakan Umum KDH. 

Apabila ketiga komponen tersebut di-

ungkit, maka akan berpengaruh terhadap

seluruh sistem penyelenggaraan pemerin-

tahan daerah. Hati-hati dengan ‘jebakan’

penyelenggaraan pemerintahan daerah,

yang akan menghambat tercapainya visi

calon kepala daerah.  ❑

*) Drajad Ruswandono, Sekretaris

Daerah Kabupaten Gunungkidul DIY
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Magma Gunung Merapi terus bergerak

menuju permukaan secara perlahan.

- Cepat diantisipasi!

***

Untuk percepatan pemulihan ekonomi, ki-

nerja sektor unggulan harus dioptimalkan.

- Harus itu.

***

Malioboro dicanangkan sebagai kawasan

wajib protokol kesehatan.

- Wajib dipatuhi.

Pengetatan Protokol Kesehatan

Nilai Luhur Seorang Guru
PENDIDIKAN yang dilaksanakan da-

lam proses pembelajaran di sekolah dan

masyarakat memerlukan kompetensi

dalam arti luas. Guru selaku garda terde-

pan dalam pendidikan harus memenuhi

standar kompetensi yang diperlukan un-

tuk menggambarkan kualifikasi sese-

orang, baik secara kualitatif maupun

kuantitatif dalam melaksanakan tugas-

nya selaku guru. 

Guru mempunyai peran yang sangat

penting dalam rangka meningkatkan

mutu pendidikan serta membentuk in-

san Indonesia yang cerdas dan kompeti-

tif. Permendiknas No 16 tahun 2007 ten-

tang Standar Kualifikasi dan Kompetensi

Guru, disebutkan bahwa seorang guru

(tenaga pendidik) dikategorikan kompe-

ten apabila memiliki empat standar kom-

petensi, yaitu kepribadian, sosial, peda-

gogik, dan profesional. 

Kompetensi kepribadian merupakan

kompetensi yang berhubungan dengan

tingkah laku guru yang harus berlan-

daskan nilai-nilai luhur yang berakar pa-

da filsafat Pancasila dalam kehidupan-

nya sehari-hari. Setiap orang pada da-

sarnya memiliki kepribadian yang berbe-

da. Begitu halnya dengan guru, memiliki

perbedaan antara guru yang satu de-

ngan guru lainnya, misal cara berpaka-

ian, tindakan, cara berbicara khususnya

dalam menjelaskan materi pelajaran di

dalam kelas, dan strategi menghadapi

sebuah persoalan terkait peserta didik.

Namun pada intinya, kepribadian guru

yang berbeda-beda tersebut tetap harus

dapat menjadi ÔjembatanÕ untuk memba-

ngun interaksi guru dengan peserta didik.

Bisa dikatakan guru harus bisa menjadi

mitra peserta didik dalam kebaikan. 

Kompetensi sosial merupakan penye-

suaian diri kepada tuntutan kerja di ling-

kungan sekitar, baik lingkungan kerja

maupun lingkungan tempat tinggal.

Peran yang dipikul guru dalam masya-

rakat berbeda dengan profesi lainnya.

Dalam lingkungan masyarakat, guru di-

tuntut terampil berkomunikasi, bersikap

simpatik dan kharismatik, dapat bergaul

secara santun pada masyarakat dengan

mengindahkan norma dan nilai yang

berlaku, dan menerapkan prinsip-prinsip

persaudaraan sejati dan semangat ke-

bersamaan. 

Kompetensi pedagogik merupakan ke-

mampuan yang harus dimiliki seorang

guru yang berkenaan dengan ÔmembacaÕ

karakteristik peserta didik dilihat dari ber-

bagai aspek, seperti moral, emosional, in-

telektual, sosial, ekonomi, dan kultural.

Hal ini berimplikasi bahwa guru mampu

menguasai teori belajar dan prinsip-prin-

sip belajar yang mendidik karena peserta

didik memiliki karakter, sifat, dan interest

yang berbeda. Harapannya adalah guru

mampu mengoptimalkan potensi peserta

didik untuk mengaktualisasikan kemam-

puannya di kelas. 

Kompetensi profesional merupakan

kemampuan yang berhubungan dengan

perencanaan dan pelaksanaan proses

pembelajaran. Guru harus menguasai

bahan pelajaran yang diampu,

melakukan persiapan diri dengan cara

mencari informasi melalui berbagai sum-

ber seperti membaca buku-buku refer-

ensi dan memanfaatkan teknologi dan

komunikasi untuk mengikuti info terkini

terkait perkembangan dan kemajuan za-

man guna mengembangkan keprofe-

sionalan secara berkelanjutan. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan

bahwa pemahaman terhadap kompe-

tensi guru harus dimaknai sebagai suatu

wujud sosok manusia yang utuh dengan

pengabdian diri berdasarkan panggilan

jiwa atau hati nurani. Guru dengan sega-

la kemampuannya tentu bekerja tidak

sebatas dinding sekolah, setiap ruang

dan waktu dengan penuh loyalitas dan

dedikasi bekerja untuk anak bangsa de-

mi mencapai tujuan bersama peserta

didik mencapai cita-cita.  

*) Uly Zahara Harahap, SMA Interna-

sional Budi Mulia Dua, Yogya.

KESADARAN masyarakat Daerah

Istimewa Yogyakarta (DIY) terhadap ke-

sehatan selama ini dinilai sudah cukup

tinggi, termasuk dalam melaksanakan

protokol kesehatan untuk mencegah

penyebaran Covid-19. Namun di sisi lai,

dinamika aktivitas masyarakat DIY yang

keluar daerah dan warga yang datang

ke Yogyakarta selama ini juga cukup

tinggi. Dalam kondisi pandemi Covid-19

saat ini, dinamika tersebut tentu juga

berisiko cukup tinggi pula terhadap ke-

mungkinan adanya warga yang terpa-

par Covid-19. 

Karena itu, tidak berlebihan kalau per-

hatian terhadap kesehatan menjadi

salah satu bidang yang diprioritaskan

oleh Pemda DIY. Bahkan Pemda DIY

menjadikan masyarakat sebagai subjek

kesehatan yang harus dijadikan komit-

men bersama. Hal ini seperti diungkap-

kan oleh Gubernur DIY Sri Sultan

Hamengku Buwono X seusai memimpin

Apel Virtual Siaga Covid-19 dalam rang-

ka Hari Kesehatan Nasional ke-56,

Kamis (12/11) di Gedhong Pracimasana

Kompleks Kepatihan.

Menurut Sri Sultan, kebijakan terse-

but tidak hanya diberlakukan saat

menghadapi pandemi Covid-19. tetapi

kebijakan ini sudah dilakukan dalam as-

pek kesehatan secara umum. Karena

kesadaran masyarakat DIY terhadap

kesehatan sudah cukup tinggi, seharus-

nya penerapan protokol kesehatan juga

sudah menjadi kebiasaan, bukan seba-

gai beban. Kesadaran memakai mas-

ker, cuci tangan, menjaga jarak, dan ti-

dak berkerumun, diharapkan muncul

atas kesadaran sendiri.

Sultan berharap seluruh masyarakat

DIY tetap meningkatkan kesadaran

menjaga kesehatan. Bukan sekadar

mematuhi protokol pencegahan Covid-

19, namun kebiasaan menjaga pola

makan dan pola hidup agar apa yang

menjadi cita-cita bersama bisa terwujud.

Meskipun kesadaran kesehatan

masyarakat DIY cukup tinggi, tetap ada

tantangan terkait banyaknya pendatang

yang mengakibatkan peningkatan ke-

majemukan masyarakat. Pendatang

atau orang yang sering keluar-masuk

DIY tentu punya kebiasaan berbeda.

Mereka juga diharapkan punya ke-

sadaran sebagai modal sosial,

meskipun mereka pendatang.

Upaya lain untuk meningkatkan ke-

sadaran masyarakat dalam memutus

mata rantai penyebaran Covid-19, juga

dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogya-

karta, dengan mencanangkan kawasan

Malioboro sebagai kawasan wajib pro-

tokol kesehatan. Menurut Wakil

Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi,

pencanangan ini tentunya juga dilandasi

kenyataan bahwa Malioboro adalah

ÔpusatÕ orang keluar-masuk Yogyakarta.

Sementara itu, Gubernur Jateng

Ganjar Pranowo minta semua kepala

daerah yang wilayahnya masuk zona

merah Covid-19 agar meningkatkan

testing. Menurur Ganjar, kepala daerah

tidak perlu takut akan terjadi lonjakan

warga positif terpapar Covid-19, jika di-

lakukan testing secara masif. Pemerin-

tah Kabupaten/Kota juga diminta ber-

sikap antisipatif dan prediktif, dengan

memprioritaskan kelompok rentan yang

memiliki komorbid.

Mengingat sampai saat ini jumlah war-

ga yang terpapar Covid-19 masih cukup

tinggi, maka pengetatan protokol kese-

hatan merupakan salah satu upaya yang

harus dilakukan oleh berbagai pihak.

tentu saja kunci terpenting adalah ke-

sadaran masyarakat untuk melaksana-

kan protokol kesehatan itu sendiri. ❑

Resesi dan Meningkatnya Angka Pengangguran
ANGKA pengangguran merupakan

salah satu indikator penting keberhasil-

an pembangunan suatu negara.

Pengangguran menurut konsep Inter-

national Labor Organization (ILO) yang

diakomodasi Badan Pusat Statistik

(BPS) adalah kondisi angkatan kerja

(penduduk 15 tahun ke atas bukan seko-

lah, mengurus rumah tangga atau lain-

nya) yang tidak mempunyai pekerjaan.

Namun sedang mencari pekerjaan,

mempersiapkan usaha, putus asa dalam

mencari pekerjaan, atau sudah diterima

bekerja tapi belum bekerja. 

Rilis data BPS terbaru menunjukkan

terjadinya ledakan pengangguran

serta terjadinya resesi ekonomi di

Indonesia dikarenakan adanya ter-

jangan pandemi Covid-19. Tingkat

pengangguran terbuka yang menjadi

indikator penyerapan tenaga kerja

mencapai 7,07% (9,77 juta orang).

Angka ini menjadi tertinggi dalam de-

lapan tahun terakhir serta mendekati

angka ketika terjadi krisis global ta-

hun 2011 yang mencapai 7,48%.

Dalam rilis tersebut BPS juga mene-

gaskan terjadinya resesi ekonomi di

Indonesia dengan terjadinya kontrak-

si pertumbuhan ekonomi selama

kwartal kedua dan ketiga masing-

masing 5,32% dan 3,49% dibanding-

kan tahun 2019.

Paling Terpukul

Dalam masa pandemi, banyak pe-

rusahaan yang melakukan pemutus-

an hubungan kerja (PHK) terhadap

pekerjanya. Pekerja sektor formal yang

paling berat dihantam wabah Covid-19

dengan penurunan kontribusi terhadap

penyerapan tenaga kerja sebesar 4,59%

poin. Kondisi ini terjadi karena pekerja

sektor formal didominasi oleh pekerja de-

ngan status buruh/karyawan/pegawai

yang mengalami penurunan kontribusi

sebesar 4,28% poin.

Kondisi ini terjadi karena turunnya

daya beli masyarakat. Indikasinya,  pe-

nurunan konsumsi rumah tangga sela-

ma kwartal dua dan kwartal tiga tahun

2020 masing-masing mencapai 5,52%

dan 4,04% dibandingkan kwartal yang

sama tahun 2019. Akibatnya permintaan

terhadap barang dan jasa menurun.

Dampaknya, produksi juga menurun se-

hingga terjadilah PHK. Semua ber-

dampak meningkatkan pengangguran

secara tajam. 

Selain PHK, dalam masa pandemi ini

banyak perusahaan juga menerapkan

pengurangan jam kerja karyawan.

Akibatnya setengah penganggur (orang

yang bekerja dengan jam kerja di bawah

jam kerja normal dan masih mencari

kerja) melonjak cukup tajam pada

Agustus 2020 sebesar 3,77% poin diban-

dingkan Agustus 2019. Keadaan yang

sama diikuti melonjaknya pekerja paruh

waktu  (orang yang bekerja dengan jam

kerja di bawah jam kerja normal tapi

tidak mencari kerja) sebesar 3,42%.

Situasi ini mengakibatkan banyak

pekerja yang sebelumnya memiliki jam

kerja normal (35 jam keatas dalam se-

minggu) sekarang harus bekerja di

bawah jam kerja normal. Di samping

penurunan produksi juga adanya aturan

jaga jarak dalam bekerja. 

Bantuan Sosial

Untuk mengatasi masalah tersebut, pe-

merintah melalui kementerian terkait su-

dah berusaha menggelontorkan dana

bantuan sosial (bansos) dalam upaya pe-

ningkatan daya beli masyarakat. Indikasi

keberhasilan dari program bantuan sosial

tersebut adalah menurunnya kontraksi

pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Diharapkan bantuan-bantuan sosial

tersebut pada kwartal keempat semakin

banyak yang digelontorkan. Agar daya be-

li masyarakat semakin meningkat se-

hingga mampu meningkatkan permin-

taan terhadap barang dan jasa. 

Selain program bansos yang bertu-

juan untuk meningkatkan permin-

taan terhadap barang dan jasa, peme-

rintah juga berusaha meningkatkan

sektor produksi dalam upaya pening-

katan penawaran barang dan jasa.

Salah satu program tersebut adalah

pemberian bantuan langsung tunai

(BLT) terhadap usaha mikro kecil

menengah (UMKM). Pekerja UMKM

sebagian besar adalah pekerja infor-

mal yang jika dilihat kontribusinya

mengalami peningkatan cukup besar

selama pandemi ini yaitu 4,59% poin. 

Artinya penggelontoran dana peme-

rintah ke UMKM diharapkan dapat

meningkatkan produksi untuk meme-

nuhi kebutuhan rumah tangga yang

diperkirakan akan meningkat. Pe-

ningkatan produksi itu akan ber-

dampak penyerapan tenaga kerja.

Upaya  cukup besar dalam rangka meng-

atasi masalah pengangguran dan sete-

ngah pengangguran yang terjadi.  ❑

*) Indyah Kusumaningrum,

Statistisi BPS Kulonprogo
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Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto

SPd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti. 

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih,  Kepala Biro : Drs M Thoha. 

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suprapto, SPd  Kepala Biro :  Asrul Sani. 

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562.  Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan  - Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih partisi-

pasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel

untuk SKH Kedaulatan Rakyat. Selanjutnya

redaksi hanya menerima tulisan lewat email :

opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan anta-

ra 535  - 575 kata, dengan mengisi subjek me-

ngenai isu yang ditulis serta jangan lupa me-

nampilkan fotocopy identitas. Terimakasih. 


